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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105/M-DAG/PER/12/2015
TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI REAL ESTAT GOLONGAN POKOK REAL ESTAT
BIDANG PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4
ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia, Menteri Tenaga Kerja
dan  Transmigrasi telah  menetapkan  Standar
Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia  melalui
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 343 Tahun 2015 tentang Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Kategori Real Estat Golongan Pokok

Real Estat Bidang  Perantaraan Perdagangan

Properti;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4

ayat (2) huruf ¢ Peraturan Menteri Tenaga
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Mengingat

Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia dan diktum  Ketiga
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia  Nomor 343 Tahun 2015 tentang
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Kategori Real Estat Golongan
Pokok Real Estat Bidang Perantaraan
Perdagangan Properti, Menteri Perdagangan harus
menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan
Pokok Real Estat Bidang Perantaraan Perdagangan

Properti.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor

4279);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun

2014-2019;



Menetapkan
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4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan  Presiden @ Nomor 48 Tahun 2015
tentang Kementerian Perdagangan;

6. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015
tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet
Kerja Periode Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

9.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 343 Tahun
2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan
Pokok Real Estat Bidang Perantaraan Perdagangan

Properti.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI REAL ESTAT GOLONGAN POKOK
REAL ESTAT BIDANG PERANTARAAN PERDAGANGAN
PROPERTI.
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(1)

(2)

Pasal 1

Ketentuan mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real
Estat Bidang Perantaraan Perdagangan Properti
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 343 Tahun
2015 tanggal 10 Agustus 2015 diberlakukan bagi
pelaku usaha yang bergerak di bidang Perantara

Perdagangan Properti.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Di Bidang  Perantaraan  Perdagangan = Properti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA





